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| BABI L B
_ KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan |
1. Afj;Daerah adalah Kabupaten Bengkahs : : s
o =

.;-Bupatl adalah Bupat1 Bengkalls
3.

' Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
* pemerintahan _ oleh pemerintah daerah dan DPRD

f“ﬂmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

- prinsip otonomi- seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
- Negara® Kesatuan Republik ‘Indonesia  sebagaimana
- dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
‘L~'Indon651a Tahun 1945.

e Pemermtah Daerah adalah Bupat1 dan perangkat daerah’
- sebagai unsur pqnyelenggara pemerintahan’ daerah '

. Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah yang selanjutnya
. disingkat - DPRD adalah lembaga perwakﬂan -rakyat
~ daerah . sebagai’ ‘unsur penyelenggara pemerlntahan
daerah Kabupaten Bengkahs e o

Dinas adalah Dinas yang mempunya1 tugas fung81 dan
~kewenangan d1 b1dang pengelolaan sampah '

;Pe.]abat yang dltunJuk adalah - peJabat instansi yang
;y;‘fberwenang dalam pengelolaan persampahan

.”j‘gi'];Sampah adalah ‘sisa - keglatan sehar1 har1 : manusia e
s dan/ atau proses alam yang berbentuk padat '

Sampah sejems sampah rurnah tangga adalah 'sampah
~yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah

‘rumah tangga tetapl tidak berasal dari rumah tangga

10.
11.

~Sumber. sampah adalah asal tlmbulan sampah

}-penghasﬂ sampah adalah setlap orang dan/ atau badan e

: _raklbat proses alam yang menghasﬂkan tlmbulan sampabh.

3 12:

Pengelolaan sampah adalah keg1atan ‘yang 31stematls

~menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
: ‘“’J:Pengurangan dan penanganan sampah '



13 s
~ ‘yang dilakukan dalam ' rangka pengendalian yang

14,

Slstem tanggap darurat adalah serangkalan keglatan '

meliputi- pencegahan dan  penanggulangan kecelakaan

~-akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. -

Retribusi - daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberlan izin tertentu’ yang

‘khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentmgan orang pr1bad1 atau badan.

15.

17.

,‘Kompensas1 adalah pemberlan 1mbalan kepada orang

yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan - oleh

‘kegiatan . penanganan sampah d1 tempat pemrosesan

akhir sampah

Insentlf adalah upaya untuk rnemot1vas1 masyarakat

~secara posmf agar . masyarakat “tersebut mentaati
‘ ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna leblh

menmgkatkan pemehharaan 11ngkungan

Disinsentif adalah upaya ‘memberikan penghukuman’;
bagi- ‘masyarakat yang . melanggar ketentuan . di bldang

pengelolaan sampah . = untuk - mencegah ~dan

o 18.

menanggulang1 kerusakan dan pencemaran lingkungan.

‘Pihak La1nnya adalah Instan31 atau Badan Usaha dan
- atau - perseorangan . yang berada diluar . Orgamsam
‘Pemermtah Daerah antara lain Pemerintah Pusat,

; ‘.Pemerlntah Daerah lalnnya ‘Badan Usaha Milik Negara,-

19.

Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta .

" Nasional dan  atau Swasta Asmg yang tunduk pada

Hukum Indonesia.

'Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau ‘modal yang
‘ merupakan kesatuan, baik. yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

- perseroan - terbatas, ‘perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau ‘Badan

. ‘Usaha Milik Daerah . (BUMD) dengan nama ‘dan dalam’

* bentuk apapun, firma, kongsi, ‘koperasi, dana pensmn;

_ “persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
~_organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga,

20.

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 1nvesta51 :

' kolekt1f dan bentuk usaha tetap

Orang adalah orang - perseorangan kelompok orang

- dan/atau badan hukum

~21. Masyarakat adalah semua orang yang ‘secara alam1 dan

" hukum mem1l1k1 hak dan kewajlban atau. menjadl subyekr :

- hukum



22

-Pelaku Usaha lokal adalah setlap orang perseorangan'

"';yf-;atau badan- usaha, ‘baik  berbentuk badan hukum
o "imaupun t1dak berbadan hukum yang - didirikan dan -
~tunduk pada hukum Indones1a serta berkedudukan di -

5 -[j:gjf;fwﬂayah Kabupaten Bengkalis. baik sendiri atau bersama- :i: :
. -sama. melakukan keglatan usaha d1b1dang pengelolaan E

o ‘sampah.

23.

~Lahan’ Fasﬂltas Umum adalah lahan yang d1pergunakan

~~untuk fasilitas - umum - sesuai dengan Rencana Tata

L Ruang Wllayah Daerah _‘
g ‘24}:- f_“‘Fasﬂ1tas Umum adalah lahan bangunan dan peralatan
“ atau perlengkapan yang disediakan oleh ‘pemerintah

daerah untuk dlpergunakan oleh masyarakat secara

e luas

25.

i‘iJalur Hljau adalah setlap lahan terbuka yang d1tumbuh1 o

| S ‘—t‘rrumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya

o ~_26:;5‘Taman adalah lahan dan _]alur hljau yang dlpergunakan‘ %
o *_"fdan diolah untuk pertamanan \ , «

- 27;~‘;ﬁ-Tempat Penampungan Sementara selan_]utnya dlslngkat  ;

.= TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan

‘\‘,ﬂsedemlklan rupa. pada lokasi yang tidak mengganggu e

' ketertiban umum serta mudah’dijangkau oleh kendaraan
BERIE pengangkut sampah dengan bentuk: dan dimensi yang -

% ~dapat menampung sampah rmmmal 1 (satu) meter kublk -
T sebelum dlangkut ke TPA. ~ .
28. e
' 'selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau . - -
-~ lokasi tertentu .dengan segala fasﬂltasnya yang dikelola

Tempat Pemrosesan Akhlr sampah daerah yang’

i ~sedemikian - “rupa: ‘oleh pemerintah ' daerah yang
o \dlperuntukkan bagl keperluan : keglatan pemrosesan

o ' ;.Aﬂi?r.j‘,;:?sampah
29,

‘Tempat’ pengolahan | sampah terpadu e selanJutnya_f S
: :“_dlSll‘lgkat TPST adalah tempat dllaksanakannya kegiatan -+
pengumpulan pernllahan penggunaan ulang, pendauran -

5 ;kulang, pengolahan dan pemrosesan akhlr sampah

»372.‘

Camat adalah Kepala Kecamatan | sebaga1~ unsurj Eh
P ‘_v‘i:,f‘i"penyelenggara pemermtahan kecamatan ; iy |
- 31. ‘\]Lurah/ Kepala Desa- _adalah . kepala kelurahan/ desa ol

i sebagal unsur. penyelenggara pemermtahan kelurahan.

,Kecamatan adalah w1layah kerJa Camat sebaga1 e
- y,perangkat daerah ‘ v

| 33. Kelurahan/ Desa adalah w11ayah kerja Lurah / Kepala L

i fﬁ?;;fDesa sebaga1 perangkat Daerah di bawah Kecamatan

34,

- Penyidik Pegawal Negerl Slp11 Daerah atau yang :
~selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah

B ".dlhngkungan daerah




. 35

V‘Pemenksaan adalah serangkalan keglatan untuk, e
. mencariy mengumpulkan dan . mengolah' 'data atau

",keterangan ‘ lalnnya dalam -~ rangka  pengawasan

36,

- kepatuhan,. - pemenuhan - kewajlban - berdasarkan R

peraturan perundang -undangan.

Penyldlkan adalah serangkalan t1ndakan Peny1d1k

" Pegawai Neger1 Sipil ‘Daerah (PPNSD) dalam hal dan ;
menurut cara yang . diatur berdasarkan peraturan :
‘ ,perundang undangan yang berlaku untuk mencari serta

~mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti

37

. 38.

.itu membuat terang. pelanggaran yang terjadl dan guna
. menemukan tersangkanya :

Pengelolaan sampah adalah keglatan yang 51stematls’

-menyeluruh “dan berkesmambungan yang mehputl

pengurangan dan penanganan sampah

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya -

; d1s1ngkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain
'yang karena 31fat ‘konsentrasi dan/ atau jumlahnya, baik -

secara langsung ~maupun - -tidak - langsung dapat

~mencemarkan dan/atau = merusak lingkungan Hidup

dan/ atau membahayakan 11ngkungan hidup, kesehatan

-~ serta kelangsungan hldup manusia dan makhluk h1dup S

' 309,
. 40.

41,

43

1a1n

Sumber sampah adalah asal t1mbulan sampah

Penghasﬂ sampah adalah setlap orang dan/atau akibat
proses alam yang menghasﬂkan t1rnbunan sampah

IkPetugas Kebersihan adalah setlap pr1bad1 yang diberikan
- tugas oleh pengelola sampah dalam keglatan pengelolaan'
sampah T

42,

Pengelola sampah adalah setlap orang atau dlnas yangk :
melaksanakan pengelolaan sampah :

Tempat sampah “adalah tempat = atau : wadah_~'
penampungan . . sampah -+ 'berupa -
bak/tong/ kantong/ keran_]ang sampah yang disediakan
dan /atau dlgunakan oleh penghasil sampah

--ﬂTempat pengolahan sampah dengan pr1n31p 3R (reduce
_reuse, recycle) yang selanjutnya dlsebut TPS 3R adalah

tempat dllaksanakannya kegiatan = pengumpulan,

’_pemllahan .penggunaan’ ulang dan pendauran ulang

45,

46,
. “dlsmgkat TPST adalah tempat dllaksanakannya kegiatan -

: Sampah skala kawasan

‘Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnyaf -
“disingkat TPS adalah- tempat sebelum sampah diangkut

ketempat pendauran ulang, pengolahan dan /atau tempat 7

pengolahan sampah terpadu

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya

. ~pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran;
: ulang, pengolahan dan pemrosesan : akhir sampah




47 Tempat Pemrosesan Akh1r yang selanjutnya disingkat
~ . TPA . adalah ' tempat untuk = memproses :dan
i ?',_ﬁmengembahkan sampah ke medla llngkungan

48 »;{E;Pengomposan adalah proses pengolahan sampah orgamk |
. dengan bantuan mikro orgamsme atau lalnnya, sehingga
é['»f/terbentuknya kompos i

"f'4"9;‘.“‘Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya

diluar kemampuan, kelalaian, kesalahan atau kekuasaan =~

'.pengelola sampah yang meliputi antara. lam : bencana
’.~alam banjir, wabah, pemberontakan

~ 50. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

© -~ benda, daya keadaan dan. makhluk hidup termasuk
- ‘manusia dan = prilakunya yang . mempengaruhi
f-;'kelangsungan perikehidupan . dan  kesejahteraan
- manusia serta makhluk hldup lain. = '

: 51Bank »sampah _adalah™ tempat pernil‘ahanj dan

. pengumpulan 'sampah yang dapat didaur-ulang i

T dan / atau dlguna—ulang sehmgga mern111k1 n11a1 ekonom1

S BAB m
ASAS DAN TUJUAN S
Pasal 2
“Asas pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah
“asas tanggung jawab, asas berkelanjutan ‘asas manfaat, asas

“keadilan, - asas kesadaran, asas kebersamaan, asas
:’keselamatan asas keamanan dan asas n11a1 ekonoml

Pasal 3

IV‘T"TuJuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah 1n1"

' adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, -

; ‘menmgkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan
~dan - menjadlkan sampah sebagai sumber daya yang
i vbermanfaat secara ekonoml bagi daerah , ‘

. BABI
© RUANG LINGKUP

- Pasal ,4

& ‘(, ) Sampah yang dlkelola berdasarkan Peraturan Daerah ini = |

terd1r1 atas

a.f sampah rumah tangga dan _
e b sampah se_]ems sampah rurnah tangga

: (72)*';-Sampah rumah  tangga sebagalmana .dimaksud pada‘
- ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam
o ﬂ{rumah tangga, tidak termasuk tlnja dan sampah Speslfik




Sampah seJems sarnpah rumah tangga sebagalmanat‘l‘
dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan

-komersial, kawasan industri, kawasan:khusus, fasilitas

o 'sosml fasilitas umum dan / atau fas111tas lamnya

BAB IV

o T UGAS WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

S Baglan Kesatu ,
’I‘ugas Pemerlntah Daerah

Pasal 5

»Pemermtah Daerah bertugas rnenjamm terselenggaranya-;f"

: pengelolaan sampah yang ‘baik dan berwawasan lingkungan ‘

“sesuai dengan’ tu_]uan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 3 '
- Peraturan Daerah ini. : :

* 'Paééi@ai?if S

_ 'Tugas Pemermtah Daerah sebagalmana dlmaksud dalam
- Pasal 5 mehputl o ' R

a.

b

menumbuhkembangkan dan memngkatkan kesadaranf
dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah '

,melakukan . penehtlan dan pengembangan teknolog1 S

= penanganan sarnpah

5fme1aksanakan upaya pengurangan penanganan dan‘ig _  ‘];.’
pemanfaatan sampah : : :

melakukan pengelolaan : pendapatan dan perlzlnan'
: ;pengelolaan sampah ’ R

; memfasﬂltas1 pengembangan pengelolaan sampah

.f':melaksanakan pengelolaan sampah

mendorong ‘dan memfas111tas1 pengembangan manfaat» 'f“;

hasﬂ pengolahan sampah

.memfas111ta31 penerapan teknologl spes1ﬁk lokal yang
'berkembang pada masyarakat - setempat’ untuk
‘mengurangi dan menangam sampah dan : i

,melakukan‘ koordma31 antar Instan31 pemerlntah -

' masyarakat, dan dun1a usaha agar terdapat keterpaduang;

j; dalam pengelolaan sampah



)

Baglan Kedua o
Wewenang Pemerlntah Daerah

Dalam e menyelenggarakan pengelolaan sampah, |

T;-*:Pemerlntah Daerah mempunya1 kewenangan mehputl

Ja.‘* ~mengatur pengelolaan sarnpah dari sumber sampah

. dari TPS, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria
- dan standar: minimal lokasi‘ penanganan akhir.
. 'sampah; V o

v:@‘;'fb‘.-:-‘menetapkan kebuakan dan vstrategi “pengelolaan

- sampah berdasarkan kebljakan_- nasional dan
~provinsi; : : : '

c menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah

" .sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan krlterla

- “"“:»;’iﬁ,; yang dltetapkan oleh pemermtah

e. kMenetapkan lokasi tempat penampungan sementara,

- tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau

e . tempat pemrosesan akhlr sampah

o f 1 melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 bulan

»sekah terhadap pelaksanaan pengelolaan sampabh;
7~]Jdan o :

g menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap"
. darurat *~ pengelolaan - ~sampah - sesuai dengan

= ;:kewenangannya :

:Penetapan lokasi - tempat pengolahan sampah terpadu‘ T
_dan tempat pemrosesan - akhir  sampah sebagaimana

k;lfdlmaksud pada ayat (1) huruf e merupakan baglan dari
';Rencana Umum Tata Ruang Kota e ‘

Baglan Ketlga B

e \Tanggurig Jawab Pemerintah Daerah

(1)

Pasal 8

tif”e’r‘n‘erint‘ah Daerah bertanggung] awab terh'adap |

oo _[lpengelolaan sampah di Daerah

@

':pengelolaan sampah di’ daerah

Dinas bertanggung]awab melaksanakan penyelenggaraan;

. :Camat bertanggung]awab atas pembmaan masyarakat d1
~1;-b1dang pengelolaan sampah di Wllayah kerjanya

S 4) Lurah /Kepala  Desa dan Aparatur Kelurahan Desa

-bertanggung]awab atas pembinaan masyarakat di bidang

; éj pengelolaan sampah di wilayah ker_]apya

S d  melakukan - pemblnaan dan pengawasan klner_]a« SRS
pengelolaan 'sampah yang dllaksanakan oleh Pihak
'»VLaln G : |




. (S)fPembmaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dan -
-~ ayat  (4)  meliputi pembmaan ‘terhadap kepatuhan—

. .’;}masyarakat mengena1 pengelolaan sampah d1 w11ayahnyak . o

S Lf/ffrnasmg-masmg

£y BABV
HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB
- MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

E Baglan Kesatu
-~ Hak

Pasal 9
" Setlap orang berhak

?} Lff“mendapatkan 11ngkungan yang ber31h 1ndah nyaman"i
. dan sehat; : e L |

FRies ) b.j;f"’:‘mendapatkan pelayanan dalam ' pengelolaan sampah‘"y- _

..secara baik dan berwawasan 11ngkungan dari Pemerintah

o "~ ‘Daerah’ dan/ atau plhak lam yang d1ber1 tanggung Jawab B

[untuk 1tu

e ,;berpartlslpas1 dalam proses pengambllan keputusan

‘fpenyelenggaraan dan pengawasan d1 b1dang pengelolaan :

‘sampabh; -

~V'd'.iif'irnem11ah mengolah dan memanfaatkan sampah sesua1
u;j]dengan ketentuan yang ada; - St _ :

e;-;:'mendapatkan pehndungan dan kompensa31 kafena e

_sampah; dan

k‘f’memperoleh pemblnaan . agar dapat melaksanakan.'

- . dampak negatif dari. keglatan tempat pemrosesan akhir an

- pengelolaan sampah - secara balk dan berwawasan-‘f:' e

e & hngkungan
o Bagian Kedua s o
- Kewajiban - . -
| »‘pa'sal 10

- (1)7'-:;;Set1ap orang berkewajlban

- 'a. memelihara dan mehjaga kebers1han hngkungan dan oh

s _perkarangan tempat t1ngga1 / tempat berusaha

~dan -

| 4 memehhara dan menjaga keber31han saluran air,
 waduk, situ, kolam dan- sunga1 yang. terletak dilokasi .
atau- dlsempadan tempat t1ngga1/tempat berusaha

' c f'_'-‘mengurangl dan menangam sampah dengan cara .o

o "’_‘berwawasan llngkungan E




ayat (1) d11akukan dengan cara antara 1a1n

100

Pelaksanaan kewajlban sebagalmana dlmaksud pada

menyed1akan wadah penampungan sampah di depan"’

- bangunan. tempat tlnggal atau tempat berusaha atau
~dalam  kendaraan - bermotor ‘yang dibedakan

berdasarkan' jenis/ s1fat ~sampah, yaitu sampah o

orgamk sampah an-organik ~dan . - sampah 3

B - mengandung limbah B3;-

,‘b. memilah sampah se_]ak awal - dengan menempatkan»l'

- kedalam wadah penampung sampah yang telah
dlsed1akan ‘ S . ; .

c mengupayakan penggunaan/ pemafaatan kembah .
‘'sampah berupa ‘produk atau kemasan, seperti tas

. plastik/kresek, bungkus kado - botol, kaleng drum ,
dan lalnnya S .

Cod. mengupayakan | mengelola atau ' meinanfaatkan

- . sampak organik. antara lain untuk membuat kompos
" (composting), menjadikan pupuk dengan menimbun’
kedalam tanah menjadl sumber pangan hewan dan
lalnnya, : R :

| e mengupayakan mengangkut/ mengantarkan sarnpah

- ke TPS yang -telah disediakan ., :dalam hal tidak
_tersedia- atau tidak dlmungklnkannya pengangkutan- ,

o sampah d11akukan dari sumber sampah; -

,:fV. | rnengumpulkan sampah yang dlhasﬂkan oleh alarnk .

_ yang berada dipersil bangunan tempat t1ngga1 atau

‘tempat berusaha atau” dilahan milik umum atau

lahan terbuka. h1_1au, yang terletak dldepan atau
samplng pers11 bangunan tempat t1ngga1 atau tempat
berusaha

P g. mengambll/mengangkat ' sampah ~ yang ;berada ‘
. didalam saluran drainase yang terletak di sempadan = -
= f persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha

~dan menepatkannya d1wadah sampah sesual dengan ‘
Jenls / 51fatnya : . V

h mencegah membuang sampah ke tempat tempat yang j

d11arang untuk rnembuang sampah dan

: 1 mengumpulkan dan memilah sampah yang berada di

kapal untuk selanjutnya menepatkannya diwadah
" sampah yang disediakan, baik yang berada di lokasi
pelabuhan atau dlluar loka31 pelabuhan o
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E ‘Pasal 11

(1) 'Setlap pedagang wajib menyedlakan tempat sampah

(2) "‘Tempat sarnpah sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1)
. digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari
keglatan usahanya : L

Pasal 12 .

(1) Setiap pem111k dan / atau pengemud1 kendaraan umum
maupun perorangan wajib menyedlakan tempat sampah
di dalam kendaraannya

(2) Tempat sampah dlsesualkan dengan volume sampah_
- yang dihasilkan. T ‘

(3) Tempat sampah sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
S 'sekurang kurangnya memenuh1 krlterla sebaga1 ber1kut

“_av. tertutup,
b': rapi; dan

tldak menyebarkan bau
f‘Pa'Sa1~13_

(1')‘ Setlap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu
-+ keramaian, ‘wajib member31hkan sampah d1 hngkungan. ~
. tempat dladakannya keramalan o5 '

(2.)::'Untuk melaksanakan kewa_]lban sebagalmana dlmaksud:
. pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordlna31 dengan
“ - dinas terkalt - ~ s :

"“~PaSa114”"
Setlap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga B
dan/atau sampah sejenis ' sampah - rumah. tangga wajib

melakukan pengurangan dan/atau penanganan sarnpah_ ‘
- dengan cara yang berwawasan hngkungan ’

» Pasa1‘15 ;

: S'etlap‘ industri dan/ ataLi kegiatan usaha ldkal‘ yang berada

 diwilayah kabupaten Bengkalis wajib - memilah, serta

mengolah sampah yang tidak termasuk Bahan ‘Berbahaya
dan Beracun (B3) atau yang dapat. memmbulkan gangguan
llngkungan hldup langsung ke TPA. '




f Pasal‘ 16

’(1) Setlap orang dan/ atau badan - pengelola kawasan‘
- pemukiman, kawasan komer31a1 kawasan ' industri, .
‘kawasan khusus; . fasilitas umum, _fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya wa_]lb menyedlakan fas111tas pemllahan o

- sampah.

- (2) Ketentuan leb1h lanjut mengenai tata cara penyedlaan a

- fasilitas pemilahan sampah sebagalmana dlmaksud pada B

o ayat (1) dlatur dengan Peraturan Bupatl

Baglan Ketlga
Tanggung _]awab

: Pasal» 17

Setiap orang, badén dany/ atau peléku ‘usaha'\_‘be"rpartisip’as"i o

~ terhadap penyelenggaraan ~ pengelolaan - persampahan
di llngkungannya S A T e

 BagianKeémpat
i Masyarakat o a2 S

Pasal 18

- (1) Masyarakat berkewajlban berperan serta d1 bidahg -
. pengelolaan sampah : e e ‘

(é)"ertentuan lebih lanjut mengenal pkerafi“”dl "bldéng“

‘pengelolaan  sampah  sebagaimana d1maksud pada v

L '.‘.;ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupat1

e ,Bagian Kelima“‘_'f :
g Pelaku Usaha

Pasal 19
: (1') “'Setlap pelaku usaha lokal Wajlb menmptakan 11ngkungan |

,,_yang bersih, nyaman dan sehat

‘(2) Setlap pelaku usaha lokal Wa_]lb memllah dan mengolah S
- sampah yang dihasilkan. = T : o
(3). Kewajiban pelaku usaha lokal dalam pengelolaan sampah* '
* adalah: - R
as menerapkan konsep ramah hngkungan e

~b. ‘mengemas - produk dengan menggunakan bahan -
- ramah lingkungan; o :

e mengoptlmalkan bahan. daur ulang sebagal bahan_
L “baku produk . v - i
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~d. ,membantu 5¢ " upaya o pengurangan - dan/atau
. pemanfaatan sampah’ yang dllakukan pemermtah L
~ daerah dan masyarakat; dan : -

e. fmenmgkatkan PAD.
 BaBVI | e
PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

Bag1an Kesatu ,
 Umum

Pasal20

Prasarana dan sarana pengelolaan sampah antara lain:

: “tempat sampah / wadah sampah B
TPS 3R; .'
. TPA, e

" gerobak sampah dan/ atau |

oo Qo e

= -kendaraan pengangkutan sampah

L Bag1anKedua s
Tempat Sampah/Wadah Sampah s

Pasal 2 1

(1) "Tempat sampah/wadah sampah sebagalmana dlmaksud'
dalam Pasal 20 huruf a disediakan oleh setiap orang di

- pemukiman, kawasan komer51al kawasan industri dan
‘kawasan khusus’ serta fasﬂltas umum, fasilitas sosial dan
fasilitas lalnnya yang tldak dlkelola oleh Pemerintah
‘Daerah. o i

(2) : Tempat sampah/wadah sampah sebagalmana dimaksud -

padaayat (1), pahng Sedlklt harus memenuhl persyaratan :
: 1sebageu berlkut S S R :
Ca. tldak mudah rusak dan kedap air;

:b. _ekonomis dan mudah d1dapatkan dan d1buat oleh"' '
i f‘masyarakat : ; i '

z’k c 'mudah chkosongkan dan
d. 'mudah d1ber31hkan

(3) | Tempat sampah/ Wadah sampah dltetapkan d1 loka51
yang  memudahkan - proses’ pengambllannya untuk ’
~ dlangkut ke TPS / TPS 3R/ TPA 2



B Sampah organlk Wa_]lb dlmasukkan ke dalam kantong

. sampah . dan -terikat - sebelum d1buang ke tempat
sarnpah / Wadah sampah :

©

_Tempat sampah/ Wadah sampah yang d1gunakar1 untuk
‘ ?\umenampung sampah d1ber1 tutup untuk mencegah

A ’masuknya air huJan

©

o

;Ukuran Wadah sampah sebaga1mana dlmaksud pada
~ayat: (1) dlsesua1kan ‘berdasarkan kebutuhan dengan
k‘umempertlmbangkan volume sampah yang d1has11kan '

:’Ketentuan lebih . lanJut mengenal persyaratan tempat» S
7 sampah/wadah ‘sampah sebagalmana dlmaksud pada :
: ayat (2) dlatur oleh Peraturan Bupat1

Baglan Ketlga

' Tempat Penampungan Sementara

o Pasal 22

';'TPS sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 20 huruf b
~untuk d1 pemuklman d1sed1akan oleh Pemerlntah
o Daerah PR : . .

":'Masyarakat secara swadaya dapat menyedlakan TPS d1 :

e kawasan pemuklman o

TPS pada kawasan komersml kawasan 1ndustr1 kawasan A
5 l_khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasﬂltasi; B
S 1a1nnya dlsedlakan oleh pengelola kawasan S e
(4) .',_,‘TPS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ayat (2) dan , .
‘ -~ ayat .(3) - harus memenuh1 persyaratan tekms sebagal, :

A : belkut

a.. ‘tersedlanya fasﬂltas pemﬂahan untuk memngkatkan :

. peran - aktip masyarakat dalam menangam sampah-.
’~melalu13R ‘ S -

~'b. -mudah dljangkau oleh ‘ p‘etugés "p‘e'nga'ngk’utan 5 i

. sampah dan /atau ‘angkutan sampah

n c memperhhatkan estetika dan hngkungan RN

d. memperhltungkan volume sampah

e "“mencegah perembesan air lindi ke dalam tanah mata Ky
- air! dan badan saluran a1r / dramase e A

. f.ﬂmengendahkan dampak yang dlsebabkan lalat tlkus_»

dan serangga/ hewan lalnnya v

g g frnengurangl t1mbu1nya aroma yang tldak sedap, dan

hk.l\ memperhltungkan dampak kesehatan masyarakat

ros Vdan hngkungan sekltar



©
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Setlap pengembang yang membangun dlatas lahan 1 ha

© o (satu hektare) - atau dengan jumlah pahng kurang 100

e '}_f{:;(seratus) umt rumah waJ1b menyedlakan lahan untukf
- TPS. A ¥ ¥ : :

®

: Pemerlntahan Daerah Wa_]lb menertlbkan bangunan TPS o
~ permanen yang berada d1 ruang milik- Jalan dan ‘ruang I

e manfaat Jalan

Baglan Keempat e
Reduce, Reuse dan Recycle

(Pengurangan penggunaan ulang dan pendauran nlang)

W

Pasal 23

TPS 3R sebagalmana dlmaksud dalarn pasal 20 huruf Clli
g:_;luntuk Wllayah pemuklman dlsedlakan oleh Pemerlntah'_‘ A

~  'Daerah.

@
Looadi kawasan pemuklman

BCR

Masyarakat secara swadaya dapat menyedlakan TPS 3R ?

»Pengelola kawasan wajib menyed1akan TPS 3R dikawasan ‘

- “komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan
iy fasﬂltas urnum fasilitas sosml dan fasﬂltas lalnnya

',‘45‘

- dengan ayat (3) harus memenuhi kelayakan dari aspek

TPS 3 R sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sampa1 L

: ;\ ;:sosml ‘ekonomi dan plSlk lmgkungan scbaga1 berikut:

. :a.k}f memperhatlkan aspek geologl dan tata hngkungan o

";b.; memperhatlkan - a‘spek: sosialf dan - ekonofni |

o sek1tar

} yrnasyarakat sekitar; -

S c. . memperhatikan aspek kelayakan pemblayaan

o

d. memperhatlkan ketersedlaan lahan

lé.'-;:_jd11engkap1 dengan teknologl yang ramah hngkungan

dan. = .

f. dllengkapl dengan fasﬂltas pengolahan sampah

Bag1anKehma CenlEre
Tempat Pemrosesan Akh1r BB

Pasal 24

Pemenntah Daerah Wa_]lb menyedlakan lahan TPA

‘sebagaimana ‘dimaksud - dalam pasal 20 huruf d,

memenuhi kelengkapan dan- mengopera31kannya sesua1 :
ST dengan ketentuan peraturan yang berlaku '




':W*Pemermtahj ;Daerah menetapkan tempat pemrosesan "

‘ eraturan yang berlaku yang dltetapkan ,Qleh
| ‘pemerlntah S L '

: ~akhir berdasarkan kajlan hngkungan dan daya tampung -
‘serta pemenuhan standar teknls dan  ketentuan =

(3) :";‘;Pernerlntah Daerah menetapkan ‘tata ruang d1 TPA dan

S :'.\;’;gdlsekltar TPA yang mehndungl keselamatan umum.

4 ;"\f~'riPemer1ntah Daerah menetapkan tempat pengolahanr“" o

fmerupakan baglan dar1 Rencana Tata Ruang Wllayah

) kengoperaSAan TPA sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
apat. dlker_]asamakan atau dilaksanakan Plhak Ketlga
: fksesual dengan ketentuan peraturan berlaku L E

-~ sampah terpadu dan’ tempat. pemrosesan akhir sampah o

. :_,‘{(é)#;{i{’iLokam TPA sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) pahng':'j‘n ‘

- sedikit memenuh1 aspek
';"Vgeologl o |
fhldrogeolog1 L

i‘lkemlrlngan zona'

; ?!Jarak dar1 lapangan terbang,j

- ijarak dar1 pemuklman, S

| dua puluh hrna) tahun

Baglan Keenam

;fPemermtah ~ Daerah menyedlakan dan mengoperamkan
;gkendaraan pengangkut sampah sebagalmana dlmaksud' :
. dalam Pasal 20 huruf f.. CEl ~ :

:‘Masyarakat melalul lembaga pengelola sampah dapatr
‘menyediakan - angkutan sampah -secara . ' swadaya

umber sampah ke TPS

A :1kyr(;‘VS)?i"fg:Angkutan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ‘paling s

kurang harus rnemenuh1 persyaratan sebagal berikut:

 dengan ketentuan yang | berlaku dan

;t1dak berada dlkawasan hndung/ cagar alam dan L g

‘;,bukan merupakan daerah ban_]lr perlode ulang 25

~dikawasan pemuklman untuk mengangkut sampah darlif . -

.f"ﬁ'kondlsl angkutan sampah yang lalk “jalan sesua1>~f_'y,"*f"'

kéndaraan angkutan sampah harus ' 'dibuat"i SRty

| k',ffsedemlklan mpa sehlngga sampah yang dlangkut_"“" H

‘:'tldak tercecer e
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Dalam hal angkutan sampah dllakukan oleh plhak ketlga

- harus mendapat 1zm dari Bupat1 atau pejabat- yang
s d1tun_]uk

EGR

'Ketentuan leb1h lan_]ut mengenal angkUtan sampah

‘dlatur oleh Peraturan Bupat1 R

@)

;‘ ﬂ~BAB\HI,‘
~ PERIZINAN

 Pasal 26

- Setiap 6réng badan "ya'rig rrielékukan*ikegiatan usaha
- pengelolaan sampah sepertl mendirikan TPA harus
mendapatkan izin dari Pemerlntahan Daerah.

Izin. sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlberlkan 7
'sesuai dengan ketentuan yang dltetapkan Pemerlntah'
. Daerah. : : ;

Pémerintah‘ Daerah 'inemberikan'" izin  dengan

mempertlmbangkan rekomendasi yang d1ber1kan oleh

'Tlm yang dibentuk oleh Instans1 terkalt

i‘-T1m sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) bertugas o
~ membantu Pemerintah Daerah untuk meneliti, mengkaji,
- mempertimbangkan ‘dan memberikan penllalan secara
- teknis atas ‘kelayakan suatu permohonan izin usaha

i : 'pengelolaan sampah

@ ®

' ‘—Pa_.salQ'? =

i Pemermtahan Daerah wa_]lb menolak

- _permohonan " izin yang . tidak sesuai dengan

- kewenangannya dan

b'.f"- permohonan usaha ‘peng’elolaan - 'sampah - yang :

permohonan 1zmnya tidak  dilengkapi dengan
© persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-r

o undangan yang ‘berlaku.
1Izm pengelolaan sampah dapat dlbatalkan apablla

a.- Lpersyaratan yang dlajukan dalam permohonan izin

1 mengandung cacat  hukum, kekeliruan, penyalah
©~ -gunaan, serta ketidak benaran dan / atau pemalsuan -
. data, dokumen, dan/ atau 1nformas1 '

b penerbltannya tanpa memenuhi syarat sebaga1mana

"~ tercantum dalam keputusan TIM yang dlbentuk oleh ;

o .:' 3;'; Instansi’ terkalt atau
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" c¢. . kewajiban - yang dltetapkan - dalam  keputusan
. ‘perizinan atau yang telah direkomendasikan oleh Tim
~* Pelaksana Pengujian Kelayakan Usaha Pengelolaan
. ~Sampah" tldak dllaksanakan oleh penanggung Jawab
i ,’usaha ‘ : Lo

o Pa‘s’al;z'é;}g :

Selain kefentuan sébagair'nanandindak/sud dalam - Pasal 27
; ayat (2) izin usaha. pengelolaan sampah ‘dapat dibatalkan
berdasarkan Keputusan Pengadllan Tata Usaha Negara

L ‘pasarjzg

). .Keputusan mengenal pemberlan izin pengelolaan sampah.
~harus dlumurnkan kepada masyarakat..
(2) Pengumuman sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

; dilakukan . dengan cara yang mudah d1ketahu1 oleh' :
e 1masyarakat : : . , :

S BAB VIII S
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

, Baglan Kesatu R
o Perencanaan

Pasal 30

(1) Pemerlntah Daerah menyusun rencana strategl dah-~,
rencana kerJa tahunan yang memuat: :

a. rencana pengurangan sampah dan
b rencana penanganan sampah

'(2)‘ Rencana. pengurangan dan penanganan : sa‘mpah,i =,
o f‘sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sedlkltnya memuat ff' e

. target pengurangan dan penanganan sampah

b. ftarget | pengadaan - fasilitas pengurangan dany ';
e 'penanganan sampah mulai dari sumber sampah
L sarnpa1 TPA : :

c. Rencana pengembangan kerja _sama daerah, o
e '}kemltraan dan partlslpa31 masyarakat ‘

d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologr”

- dan ramah 11ngkungan untuk memenuhi kebutuhan *
- mengguna ulang, mendaur ulang, dan pemprosesan
E "sampah dan .

e. - alokasi pemblayaan yang dltanggung oleh Pemerintah
,j‘Daerah pelaku usaha dan masyarakat




Baglan Kedua e
Pelaksanaan AT

Paragraf 1
~Umum

'P’asa'1'31 S
A'Pengelolaan sampah dalam peraturan daerah 1n1 mehput1 ;

a. i pengurangan sampah dan

S *b.»[penanganan Sampah Ty

Pasal 32

s (1))";,Pemer1ntah Daerah menyedlakan TPS TPS 3R dan TPA" L

- sesuai dengan kebutuhan

(2) Penyedlaan TPS, TPS 3R ' dan TPA sebagalmana o

“dimaksud pada ayat- (1) harus memenuhl persyaratan
- teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah
~ lingkungan  sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang—undangan : .

(3) iPenyedlaan TPS,TPS. 3R dan TPA sebagamana dlmaksud
o ada ayat - (1) harus sesua1 dengan rencana tata ruang
Ty ‘Wllayah daerah £ S S .

Paragraf 2 : e
Pengurangan Sampah L

Pasal 33

= (1) - Pengurangan sampah sebagalmana dlmaksud dalam
Sl Pasal 31 huruf a meliputi kegiatan: o
a pembatasan tlmbulan sampah

g b pendauran ulang sampah dan/atau :

SO pemanfaatan kembah sampah R
'1!'2(“2) ,“Pemerlntah Daerah Wa_]lb melakukan 5 ”kegiatan‘;
Sl sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) \adalah 'sebagai :
- berikut: . 0 0o R ~ f
' ol a. v_—menetapkan target pengurangan sampah secara‘
O bertahap dalam Jangka waktu tertentu; L |
~b. . mernfas111tas1 ‘ penerapan teknolog1 yaﬁgt,‘ramah '
o _“»lmgkungan | ' ; « ; el :
c ‘memfasﬂltam penerapan label produk yang ramahv‘
R '11ngkungan ' SR P ﬁ : _

i d g memfasﬂltas1 keg1atan mengguna ulang dan mendaur EEI

L 5 'ulang, dan o



o .

@
- 'sebagaimana ‘dimaksud ‘pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) dlatur dengan Peraturan Bupat1

el

memfa3111tas1 pemasaran produk-produk daur ulang B

Dalam mendukung keglatan pengurangan sampah

a.

“pelaku ‘Usaha Lokal harus : mengusahakan ‘
7‘,4penggunaan bahan produks1 yang menimbulkan
"~ sampah ° ‘sesedikit- mungkin, ~dapat diguna ulang,
- dapat ‘didaur ulang, an/ atau _mudah d;ural oleh

proses alam,

S masyarakat menggunakan bahan yang dapat dlguna o
© . ulang, didaur ulang, dan/atau mudah d1ura1 oleh =
proses alam : : L =

Ketentuan leblh lan_]ut rnengenal pengurangan sampah

& ;(1)

R Paragraf 3
Penanganan Sampah

Pasal 34

Keglatan penanganan sampah sebagalmana dlmaksud'

= _idalam Pasal 24 huruf b meliputi: .

@ 1

- a.<

‘pem11ahan ~dalam bentuk pengelompokan dan
; ;?‘pemlsahan sampah sesual dengan Jenis, _]umlah

dan /atau 31fat sampah

pengumpulan dalam - bentuk pengambllan dan
: pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat .
. penampungan sementara atau tempat pengolahan e
~sampah. terpadu,_ T Y T A

.. ‘pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari
- sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah -
sementara. atau . dari . tempat pengolahan sampah -
: terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhlr

.'ﬁ”pengolahan dalam bentuk mengubah’ karakterlstlk
- komp05131 dan _]umlah sampah dan/atau ‘ Lo

.~ pemrosesan  akhir | sampah " dalam g bentuk

. pengembalian- sampah dan/atau residu hasil

. pengolahan - sebelum ke medla l1ngkungan secara
. aman. : » : ‘

Ketentuan leblh lan_]ut mengenal penanganan sampah
N ~ysebaga1mana ‘dimaksud pada ayat (1) dlatur dengan -

' Peraturan Bupatl
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”j BAB IX

PEMBIAYAAN KOMPENSASI DAN RETRIBUSI

)

L ‘ Baglan Kesatu i
o "Pembiayaan -

Pasal 35

Pemerlntah daerah Wajlb memblayal penyelenggaraan

'pengelolaan sampah

jPernblayaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) . .
- bersumber dari angaran pendapatan dan belanJa daerah, -

i retrlbu31 dan sumber-sumber lain yang sah

@

© Bagién Kedua
~ Kompensasi .

: 5‘ Pasal ’36

Pemermtah ‘daerah memberikan kompensas1 kepada -

orang: sebaga1 akibat dampak negatif yang ditimbulkan
- oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan L
‘akhir sampah ' : : ’

i Kompensa51 ' sebagalmana d1maksud pada ayat (1) -

S berupa

B, T*i,al,;;*’rf:101<a131 i

b | pemuhhan 11ngkungan

: '_ : 1 c : ’;'blaya kesehatan dan pengobatan ‘dan / atau

o d.é‘;‘kompensam dalam bentuk lain. -
-3

Pemberian kompensas1 merupakan penggantian. yang

- layak atas kerugian yang dihitung berdasarkan n1la1 dan
- setara dengan keruglan yang dlalaml ~

(1) 1

'~ Bagian Ketiga |
- Retribusi

'"*:~fpasa137

‘iPemerlntah Daerah dapat mengenakan retrlbu31 atas ‘

L ‘pelayanan persampahan

o Retr1bus1 pelayanan persampahan - Sebagalmana '

- ‘dimaksud pada ayat (1) d1golongkan pada retrlbu31 jasa

S umum

Komponen blaya perhltungan b1aya retr1bus1 pelayanan
persampahan meliputi: :

a. b1aya pengumpulan dan pewadahan dan sumber '
S sampah ke TPS / TPS 3R/ TPA;
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: b. ’.blaya pengangkutan darl TPS / TPS 3R/TPA;

(4)

c. "blaya penyedlaan loka31 pembuangan/ pemprosesan'
-akhir sampah dan - ~

d. }-'blaya pengelolaan | e

Penyelenggaraan retr1bus1 atas pelayanan persampahan
berpedoman pada peraturan perundang undangan

- Dalam hal penyelenggataan ' pengelolaan sampah
o dllakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan

sendiri, anggota: kelompok masyarakat dapat dlkenakanr

- luran berdasarkan kesepakatan bersama. -

"",Pengelolaan 1uran sampah sebagalmana dlmaksud pada: :
‘ .ayat (1) dllakukan oleh masyarakat yang bersangkutan '

CimABX A
_PERAN SERTA MASYARAKAT ¢

| Baglan Kesatu -
Peran Masyarakat ~

Pasal 38

“_Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelo]aan»
~ sampah. . - :

Peran serta masyarakat sebaga1mana dimaksud pada'
ayat (1) meliputi:. ; B -

. a. pemberlan usul pertlmbangan dan saran kepada‘ .

Pemerlntah Daerah

‘b. T.[pemberlan saran dan pendapat dalam penyelesalan'

- .sengketa pengelolaan sampah dan e

SETINEE _' c pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan : |
.3 Peran serta’ sebagalmana dimaksud pada ayat (2) hurufa
PR dan huruf b, dlsampalkan balk 'secara hsan maupun e
e tertuhs kepada Bupatl : Sh , -
@

. ayat (3) d1lakukan dalam forum  terbuka untuk umum'

Penyampalan ‘secara. hsan sebagalmana dlmaksud pada -

yang dllaksanakan oleh Pemerlntah Daerah

-
- kerugian -  akibat pengelolaan _sampah  dapat

-menyampaikan ™ pengaduan kepada Bupati = melalui

~Lurah/ Desa, Carnat,atau Instansi terkait. '

Baglan Kedua ;
Pengaduan Masyarakat :

Pasal 39

Setlap warga mengetahu1 menduga dan / atau menderlta ,
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~Dalam menyampalkan : pengaduan sebaga1mana B
; d1maksud pada ayat (1) harus disertai data pendukung,
~ paling sedikit memuat - identitas pelapor perkiraan -
- sampah, alat bukti, lokasi dan waktu. -~ |

Data pelapor sebagalmana dimaksud pada ayat (1) waJ1b

S d1rahas1akan oleh penerlma pengaduan

1

‘-perorangan kelompok masyarakat dan Badan Usaha

" 'Biabgia_n Ketiga
Insentif Dan Disinsentif

| | Pasa140

Pemermtah Daerah dapat memberlkan Insentif kepada

yang melakukan kegiatan pengurangan sampah atau

melakukan ‘penanganan  sampah  sesuai ' dengan
ketentuan peraturan - yang  berlaku = dengan

‘mempertlmbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah ' Daerah memberikan = Disinsentif kepada

perorangan kelompok masyarakat dan Badan Usaha yang

tidak - melakukan kegiatan pengurangan sampah atau

- tidak melakukan penanganan sampah sesuai dengan

; ~ ketentuan peraturan yang berlaku
3

Pemerlntah Daerah dapat memberlkan Disinsentif
kepada pengelola kawasan yang tidak melakukan

‘pemilahan, pengumpulan, dan/tidak  melakukan

pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan standar

‘yang. - ditetapkan - oleh Bupati, sehingga berdampak
- berpotensi negatif terhadap kesehatan masyarakat

o dan /atau llngkungan

Pasa1ﬁ41 |

Pemerlntah Daerah dapat member1kan insentif kepada setiap

o ,perorangan dan kelompok masyarakat yang melakukan

a.

© b,

“inovasi dalam pengelolaan sampah

; pelaporan katas : pclanggaran terhadap ~ pengelolaan
~ sampah; R LT

pengurangan t1mbunan sampah dan /atau

‘tertlb penanganan pengelolaan sampah
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. Pesala2

Pemerlntah Daerah dapat memberlkan dlSlnSCI‘ltlf kepada
setiap perorangan dan ‘ kelompok masyarakat -yang
' melakukan ‘ ' : : o

- a.

b

[0

\,pelanggaran terhadap larangan dan /atau

:pelanggaran terhadap tertlb penanganan sampah

e ;pasal;43 ;*ﬂif*l :

Insentlf kepada perorangan dan kelompok masyarakat :
dapat berupa - L

: »,a pemberlan penghargaan B

b pemberlan sub31d1, dan/atau o

e pembenan tzppmg fee.

Insentlf kepada badan usaha dapat berupa
a. | pember1an penghargaan ’

’ b.;,pemberlan kemudahan perlzlnan dalam pengelolaan

Ca sampah

c :' pengurangan pa_]ak daerah dan retr1bus1 daerah‘

dalam kurun waktu tertentu

a penyertaan modal daerah
€. pemberlan sub81d1 dan/ atau |

o »pemberlan tzppmg fee.

Insentlf ‘pada’ masyarakat atau kelompok masyarakat :

:yang ‘melakukan: pengurangan/ pengolahan. timbulan - -

. sampah sehlngga menjadi produk kompos dapat: berupa

antara lain" pemblnaan bantuan permodalan, promosi,

: ‘“j‘akses pasar’ dan/ atau pembehan produk kompos yang“
j fvrmenghasﬂkan ' e , ;

: Pasal 44 o :

:DISIHSCIltlf kepada perorangan dan kelompok masyarakat.

- ,dapat berupa:

Coa penghentlan sub31d1 dan / atau ‘
: E 'b. denda dalam bentuk uang/ barang / Jasa
@

‘}‘D1s1nsent1f kepada badan usaha dapat berupa
‘ ':-a\.- ‘penghentlan subs1d1 '

b. penghentlan pengurangan pa_]ak daerah dan retrlbu31 =

‘ daerah

' , ‘c.‘jfirdenda dalam bentuk uang/ barang/ Jasa, S ‘b o




< kawasan yang tldak meny1apkan / menyedlakan

*fpembekuan izin usaha dan atau -

- pencabutan 1zm usaha :

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Baglan Kesatu :
Kerja Sama

Pasal 45

"";»;Lpemerlntah daerah 1a1n dalarn pengelolaan sampah

; iKCI‘J asama

“'./“}:jipembebanan blaya penylapan TPS kepada Pengel‘)laf{‘ ~5;}1%j’jxf;

: (1) :Pemermtah Daerah dapat melakukan kerjasarna dengan,

‘antar pemerlntah daerah sebagalmana"f

aa - dimaksud pada ayat ( ) d11akukan dlbldang pengelolaan'r

~dimaksud pada ‘ayat (1) d1lakukan dlbldang pendaur

menuju - T PA, pengolahan dalam bentuk mengubah -

medla hngkungan secara aman.

"{;«Ker_]asama antara pemermtah daerah sebagalmana‘_

ulangan sampah pengangkutan dalam bentuk membawa
sampah dari’ tempat penampungan sampah sementara. - - -

karakteristik," - komposisi, - dan Jumlah 'sampah serta =
pemrosesan’ akhlr sampah ‘dalam bentuk pengembahan;} S
sampah dan/atau; r631du pengolahan sampah sebelum ke\vfg i

o (4) o Rencana kerjasama. sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)' i

"apablla ‘membebani ‘daerah dan: masyarakat dan/atau -

DPRD

“ﬂf_.Untuk | rnendapatkaniﬂ

memanfaatkan aset daerah harus mendapat persetu_]uan'i; . :

persetujuan . deirl : 'DPR'D

o sebagalmana dimaksud -~ pada ayat (4) ‘maka Bupati

mengenal

a. tu_]uan kerJ asama

~ob_]ek vang akan dlkerjasamakan

j'hak dan kewapban mellputl

( Jangka waktu kerjasama dan

masyarakat dan Jems pembebanahnya

menyampaikan - surat- dengan menampilkan rancangan -
‘perjanjlan kerJasama dengan memberlkan penjelasan.?; B

;‘?‘yff:fbesarnya pembebanan yang dlbebankan kepada';




i
- usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan’
pengelolaan sampah TRUE ;

(3
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~ Bagian Kedua
- Kemitraan

Paéal 46

Pemerlntahan Daerah dapat berm1tra dengan badan

‘Kemitraan sebagaxmana dlmaksud pada ayat k(1)—

dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah

‘Daerah dan badan usaha yang bersangkutan

.Tata cara pelaksana kemltraan sebagalmana dlmaksud

L pada ayat (2) dllakukan ‘sesuai - dengan peraturan.

Aperundang undangan yang berlaku

' BAB XII

o PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

(BN
menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan
~ informasi tentang pengelolaan - sampah kepada
e ,masyarakat ‘ e R

@

Pasal 47

‘Pengelola 'sampah ‘dan/atau pihak lainnya yang terkait
~ kerjasama ° déngan pemerintah daerah  dapat
- memanfaatkan sarana dan- prasarana ' pengelolaan
' _sampah yang d1rn111k1 Pemerlntah Daerah

 Ketentuan . leblh lanJut mengenal tatacara pernanfaatan"
; ’sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diatur dengan
_ ,Peraturan Bupat1 o =

BT B“ABXIII' S
- DATA DAN INFORMASI .

4 ":Pasal 48 '

D1nas - mengumpulkan : 'rhéhgolah ' “menganalisis,

"Dalam penyebarluasan data dan 1nforma31 sebagalmana , :
~ dimaksud pada ayat (1), Dinas mengembangkan sistem

informasi tentang pengelolaan. sampah yang dapat dan

§ _mudah dlakses secara cepat oleh masyarakat




BABXIV .
LARANGAN

'Pasal 49 .‘

Setlap orang dllarang

a.

b,

mencampur sampah dengan hmbah berbahaya dan o
beracun; » : o S
menumpuk, menylmpan sampah atau bangka1 binatang

dijalan, jalur- hijau, taman, sunga1 saluran fas;htas: '
umum dan tempat lalnnya yang sejenls G S

Vmembuang sampah ‘ke TPS dengan menggunakan‘ : k
kendaraan bermotor, yang volumenya leb1h dar1 1 (satu) -
. meter kubik; - . , R ,

membakar sampah d1 pekarangan d1 _]alan Jalur hljau’ :
taman, di dalam TPS, dlsek1tar TPS TPA dan tempat—r

- tempat umum lamnya

. mengeruk atau mengals sampah d1 TPS kecuah oleh” o

o petugas untuk kepentmgan Pemerintah Daerah

xmembuang sampah diluar. tempat/ loka31 penampungan

~ yang telah d1tetapkan

k-meletakan sampah d1 TPS d1luar waktu yang telah.' ‘f
ditentukan; % SRS :

.»’,,:.‘membuang sampah med1s dan hmbah B3 1a1nnya ke TPSIT'E" i

~ dan TPA;

(@)

‘ mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran N
© dan/atau perusakan hngkungan dan / atau; -

\V‘melakukan penanganan sampah dengan pembuangani
‘terbuka di tempat pemrosesan akhlr :

; membuang sampah ke hutan hndung /hutan kota dan

membuang - sampah - yang terdapat d1kapa1 ke
~<laut/sungai. =~ : ‘

. BABXV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baglan Kesatu
.Pembinaan

Pasal 750‘ :

Pembinaan - penyelenggai‘aan pengelolaan sarnpah_

, dllakukan oleh Pemerlntah Daerah

Pemblnaan ' penyelengaraan i} pengelolaan E 'sampah'

;sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltu_]ukan kepada o

o masyarakat
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'V‘Pefnbjin’aan'- sebagéiména dimaksud 'péda ayat '(2): L
. dilakukan kerjasama' dengan  masyarakat dan/ atau’ . -

' lembaga/ organ1sas1 kemasyarakatan

(1)
o «penyelenggaraan pengelolaan - ~sampah = berdasarkan
. norma, standar, prosedur dan kr1ter1a pengawasan yang
ok dltetapkan Bupat1 B : ‘ , :

(2)-

(3)

Baglan Kedua
Pengawasan

Pasal 51 '  ‘

Dlnas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

'Pengawasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) : 
- terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat
_dilakukan oleh pemermtah daerah secara send1r1 atau'

bersama—sama

Hasil pengawasan sebagalmana d1maksud pada ayat (1),

wajib dllaporkan kepada Bupat1 pahng lama 3 (tlga)_ o

| : bulan sekah

(1)

i - BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA

: Baglan Kesatu
' Umum .

Pasal 52

Sengketa yang dapat t1mbu1 dar1 pengelolaan sarnpah
- terdiri atas:

‘a. sengketa antara pemerlntah daerah dengan pengelola
- sampabh; ~ : '

b ~sengketa - antafa pengelola sampah} dengan]

" masyarakat; dan

»‘.{"‘C;-‘v_.,‘sengketa antara 'p‘emermtah.f” déérah denganj

@)

- ®

‘masyarakat. -

Pényelesauan ‘ sengketé SCbégaimana' ‘dimaksud pada ;
ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesalan di luar
“ipengadllan ataupun melalul pengadﬂan : =

Penyelesalan sengketa diluar pengadllan pada dasarnya
- dilakukan - secara - musyawarah ~untuk  mencapai
- kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensas;'__ :

- -dan beserta penyelesa1annya



;(;1;) |
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Baglan Kedua

Penyelesalan Sengketa di Luar Pengadllan

Pasal 53

Penyelesalan sengketa d1 luar pengadllan dllakukan

 dengan mediasi, negosiasi, “arbitrase, atau p111han 1a1n
- dari para p1hak yang bersengketa

‘Apabila: dalam penyelesalan sengketa d1 luar pengadﬂan'

sebagalmana dimaksud * pada ayat (1) tidak' tercapai
-~ kesepakatan, para plhak ‘yang bersengketa dapat
t,mengajukannya ke pengadllan

M

- Penyelesalan sengketa persampahan d1 dalam pengadllan
: dllakukan melalu1 gugatan perbuatan melawan hukum.

Baglan Ket1ga

‘ Penyeles.alan Sengketa d1 Dalam Pengadllan

Pasal 54

»_' Gugatan perbuatan ‘melawan hukurn sebagalmana :

dimaksud' pada- ayat (1)’ mensyaratkan, penggugat

-membuktlkan ‘unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan-

:hubungan sebab -akibat antara perbuatan dan keruglan,

i yang d1t1mbu1kan

(3) i,’l‘untutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud!
gant1 keruglan dan / atau tlndakan tertentu

. Bag1an Keempat
. Gugatan Perwakllan Kelompok

Pasal 55

';'Masyarakat yang d1rug1kan aklbat perbuatan melawan

“hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan
. gugatan melalu1 perwakllan kelompok

Baglan Kelima -

- ,Hak Gugat Organlsa51 Persampahan

(1)

Pasal 56

‘Orgamsas1 persampahan berhak mengajukan gugatan,
‘untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bag1

o Akesehatan masyarakat dan hngkungan




@
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Hak mengajukan gugatan Sebagalmana ‘dimaksud pada 5
‘ayat (1) terbatas pada ‘tuntutan untuk melakukan

B tmdakan tertentu kecuah b1aya atau pengeluaran riil.

3

'Orgamsa51 persampahan yang “berhak mengajukanf g

gugatan - sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus‘

i mernenuh1 persyaratan

a. mempunya1 anggaran dasar d1 bldang pengelolaan :

~sampabh; .

‘ b. berbentuk badan hukum dan

R

c. telah’ melakukan keg1atan nyata paling sed1k1t e

' : 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya

. BABXVI f ,
 PENYIDIKAN

Pasal 57

Selaln Peny1d1k PeJabat POllSl Negara Indones1a Peny1d1k' L
Pegawal Negen Sipil (PPNS) di lingkungan Pemermtahkg_j Lo
~ “Daerah diberi wewenang melakukan - penyldlkan tindak - -
SRR p1dana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. .
(2 Wewenang penyldlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) o

- adalah ‘ o o

a.~ menenma laporan mencari, mengumpulkan dan.
meneliti - keterangan berkenaan -dengan kebenaran -
“tindak: pldana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

. <:“‘.":b;.ﬂmeneht1 mencan dan mengumpulkan keteranganﬂgf,ﬁ[vv ,
“ . mengenai orang pribadi atau. badan tentang =
' kebenaran perbuatan yang d1lakukan sehubungan;;

o dengan tlndak pidana yang dilakukan;

c _k‘memlnta keterangan dan bahan bukti dar1 orang :

e melakukan penggeledahan dntUkV mendapatkan"i,”‘ o

~ pribadi -atau. badan tentang  kebenaran perbuatan o
" yang ‘dilakukan sehubungan dengan tlndak pldana' S
- yang dilakukan; : . '

‘d." memeriksa .~ buku-buku, - Catatan catatan, dan .

dokumen-dokumen lain berkenaan “tindak p1dana,

o f_*yang d11akukan

‘bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan
- dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana
. yang ¢ dilakukan, serta melakukan penyltaan terhadap
“bahan bukti tersebut

f meminta = bantuan: tenaga' ahli} u‘,dalam rangka

pelaksanaan tugas peny1d1kan

g g menyuruh berhenti. seseorang dan memerlksa tanda -

o pengenal dm tersangka
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h vmemotret seseorang yang berkaltan dengan tlndak

e pldana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

' 1 memangg11 orang untuk dldengar keterangannya dan

~diperiksa sebagal tersangka atau sak31

' J penghent1an penyldlkan, dan

k. melakukan tindakan .laln' yang perlu untuk

kelancaran  penyidikan  tindak = pidana atas

_pelanggaran Peraturan Daerah. menurut hukum yangv -

o ~ dapat dipertanggungjawabkan. .

(3)

- memberitahukan  dimulainya = penyidikan ‘dan-

Penyldlk ksebagalmana ‘dimaksud = pada 'ayat (1)

: \-i":'»menyampalkan hasﬂ penyldlkannya kepada Penuntut

‘Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

- Kltab Undang undang Hukum Acara P1dana

BABXVII
 SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58 W

‘Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur
';;dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangr

" sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini
_‘L*dlkenakan sanksi di bidang hngkungan hidup berupa
4'_sank51 admlmstratlf :

a ‘, teguran tertuhs pahng banyak 3 (tlga) kali.

o '7 ;b ~uang paksa, atau

pencabutan 1z1n

'."]Ketentuan lebih lan_]ut mengena1 'tata cara dan

pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud

- pada ayat_(yl) dk1at1/,1r,d‘engan Peraturan Bupati.

BAB XX

© KETENTUAN PIDANA e

Pasal 59

;j.Setlap orang yang melakukan pelanggaran terhadap-

, “"ylarangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 49 hurufc =

-~ huruf d, huruf e dan huruf g, Peraturan Daerah ini
";dlkenakan sanksi pldana berupa denda setlnggl tmggmya :

s Rp 500. OOO 00 (hma ratus ribu ruplah)

s v(_2;)

larangan ‘sebagai mana dlmaksud dalam Pasal . 49

Setiap orang ‘yang melakukan pelanggaran terhadap

“huruf b, huruf f dan huruf j Peraturan Daerah ini
~.dikenakan sanksi pidana berupa denda setinggi-tingginya

Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). -




_Setlap orang yang;, ~melakukanw pelanggaran terhadap .
larangan - sebagalmana dimaksud dalam Pasal 49 hurufi '
'dran ‘huruf k- Peraturan Daerah :ini’ “ diancam- dengan f
:pldana kurungan pahng lama 3 (tlga) bulan dan/atau - -
denda- setlnggl tmgglnya Rp 10’000 OOO OO (sepuluh Juta' e
~ rupiah). - &

) Setiap ¢ orang: yang. melakukan pelanggaran terhadap“f“
‘huruf h Peraturan’ Daerah ini diancam dengan pldana;;:;'f e

iset1ngg1 tlnggmya Rp 50 OOO OO_O OO_{(hrna puluh Jutaajf

- (5) .fSetlap orang yang melakukan keglatan pelayanan %0

‘;;pengelolaan sampah tanpa izin. dlancam “dengan pidana
”“fkurungan pahng lama 6 (enam) bulan atau denda: pahng}. 5
fbanyak Rp 50. OOO 000, OO (lima puluh Juta ruplah) o

- ayat (1), ayat (2), ayat. (3), ayat @ -‘"dan ayat (5) adalah”_:]?.‘f
v’;pelanggaran S : : .

ki_k_5,(7‘);:',}1Denda sebagalmana dlmaksud pada.:;Pasal 59 ayat (1) o

' ~kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas
"»“\,:jsos1a1 dan fas111tas lalnnya yang . belum memlhkl fasilitas

 diundangkannya - Peraturan Daerah ~ ini ‘wajib membangun

}'sampah terpadu, 3R dan/ atau tempat pemrosesan sampah
B yang telah ada pada saat Peraturan ‘Daerah ini dlundangkan
tetap berlaku' kecual : dltetapkani lain dalam Peraturan‘

ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat-
fpe'ner1rnaan Pendapatan Daerah"’ %

) merupakan

KETENTUAN PERALIHAN

kawasan

£i;f:_Pengelola permuklman ;;:.kawasan komers1al

- pemilahan “dan  pengolahan - sampah pada . saat

flarangan ‘sebagai’ mana- dlmaksud dalam Pasal 49 A

;fkurungan paling lama 3. (tlga) bulan dan/ atau denda. -

j—deak pldana sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 59

~y;ﬂﬁatau menyedlakan fas111tas pemllahan sampah paling lama 1f.~‘f'.;. v

. - (satu) ‘tahun sejak’ Peraturan Daerah inidi Undangkan

- Lokasi tempat penampungan sementara empat pengelolaan‘; .
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Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Juli 2015

H. HERLIWAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. ANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 2




